
 
BUPATI KUDUS 

 
PERATURAN BUPATI KUDUS 

    NOMOR   6  TAHUN  201312 

TENTANG 

PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-PPKD)  

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG BELANJA HIBAH PEMILIHAN 

UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUDUS  

TAHUN ANGGARAN 2013 

BUPATI KUDUS, 

Menimbang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
2013 sampai pada tahun anggaran berkenaan belum ditetapkan; 
 

b. bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
perlu menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Mendahului Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2013 tentang Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2013; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 
 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan                 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;  
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  



 - 2 -

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan                 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                   
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);  

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 
 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2012  Nomor 155,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 540); 

 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 508); 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-PPKD) 
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG 
BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2013. 
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Pasal 1 
 

(1) Menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (DPA-PPKD) Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 tentang Belanja 
Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari : 
 
a. Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar                                 

Rp. 12.500.000.000,00; 
 

b. Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilu sebesar                                
Rp. 2.500.000.000,00; 
 

(2) Ringkasan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 sebagaimana 
dimaksud dalam    ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 
ini.  
 

(3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(DPA-PPKD) tentang Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 2 

 

Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 sebagai dasar pengeluaran Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Kudus dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 
Kudus.  

 
Pasal 3 

 

Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud         
Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013.  

 
Pasal 4 

 

Pencairan dana belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

Pasal 5 
 

Penerima hibah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap 
Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Tahun Anggaran 2013 yang dikelola dan sebagai obyek pemeriksaan, dalam 
bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah 
sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku.  
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Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.  

 
 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 18 Pebruari 2013     
 

BUPATI KUDUS, 
 

                     ttd 
 

 
M U S T H O F A 

 
 
Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal  19 Pebruari 2013 
   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 
                               ttd 
 
 
                       NOOR YASIN 
         
BERITA  DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN   2013   NOMOR 6 
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